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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa peran kepala desa Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten 

Bolaang Mongondow dalam menyelesaikan perselisihan dengan 

mengundang pihak-pihak yang berselisih ke Balai Desa untuk diadakan 

musyawarah. Melakukan Pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua 

belah pihak untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul masalah 

lagi, menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Teknisnya 

dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian 

menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh 

masing-masing pihak sehingga masalah yang dihadapi dapat 

diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah 

dengan pendekatan win-win solution. 

2. Bahwa faktor – faktor yang menghambat wewenang Kepala Desa 

Poyuyanan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow 

dalam menyelesaikan perselisihan dipengaruhi oleh: (1) faktor 

hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegak hokum, (4) faktor masyarakat atau 
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adresat hukum yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan 

dan (5) faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis 

perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun 

implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Oleh 

karena itu, ke depan perlu diperjelas secara eksplist baik melalui revisi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui 

revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang 

jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk 

mendayagunakan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan 

guna memperluas access to justice dan mengurangi beban peradilan 

Negara. 

2. Sebaiknya harus ada lembaga khusus yang menjadi lembaga 

pengaduan konflik masyarakat. Lembaga ini sebaiknya terdiri dari 

gabungan kepala desa, BPD unsur perangkat desa lainnya, sesepuh dan 
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tokoh masyarakat. Pembentukan lembaga ini berdasarkan rapat desa 

yang melibatkan seluruh kepala jaga, serta masyarakat pada umumnya. 

Lembaga ini didasarkan pada aturan yang jelas sehingga 

pembentukkannya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

yakni membantu penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat.   
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